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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

J Dv. Wahidn Sudinchusedo Mo Kraksasn Kab. Probolnggo 67282 Telp (0335) 8474000 email kab-probobngoodatibpn go d

Probalinggo, 13 Januan 2023

Mormor * 10735 130
Sifat : Sangera
Lampiran - -
Perihal : Parmchonan RisetPaneliian
Kepada Yih.
Dekan Fakultas Hukum Unrversitas Diponegons
di-
SEMARAMNG

Memenuhi sural saudara Momor 19680UNT FUAKNU2022 tanggal 10 Januar 2023 perihal
Permohonan RelPanelian, dangan ini disampaikan bahwa kami mangijinkan mahasiswa Saudara di bawah
i

Mama : Mochammad Pradhana Hardiansyah
WPK - 110007 17140543
Fakultas * Hukusmi

Dengan keperluan melaksanakan risat/peneltian untuk mendapatkan data dan informasi dalam
rangka panyusunan Penulisan Hulwm (Skhpsi).

Mahasiswa wagh mamatuhi prolokol kesehatan yang telah diterapkan oleh Kantor Penanahan Kabupaten
Probolinggo dan fdak mengganggu pelayanan kanbor.

Demikian atas parhatian dan kerazamanya diucapkan tenma kazih.

an. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupatan Probolnggo
Kepaka Sub Bagian Tata Usaha

Emanta Ady Wibowo, S.51T., M.H.
MNIP. 19741 1151996031002

Keterangan: Surat Pernyataan telah melakukan riset dari Badan Pertanahan
Negara Kabupaten Probolinggo



Jalan dr. Antonius Suroyo

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, Kanpus Univeraitas Diponegoro
RISET, DAN TEKNOLOGI Tembalang, Seﬂn;rfr;g, liggi)l;fg?g%g

24) 7691 ax
UNIVERSITAS D IPONEGORO Laman: MEM» Pos-¢l: fhlat]live undip ac.id
FAKULTAS HUKUM

Nomor 2IL/UNT.FI/AK/X/2022
Lamp.
Hazll“lp : Permohonan ljin Pra Riset 1 3 U CT 2022

Yth. Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten

Probolinggo ,
JI. Wahidin Sudirohusodo No 7a

Kabupaten Probolinggo

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Proposal Penulisan
Hukum (Skripsi) sebagai tugas akhir mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,untuk mendapatkan bahan penyusunan proposal perlu melakukan penelitian
awal (Pra-Riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin
pelaksanaan Pra-Riset dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Mohammad Pradhana Herdiansyah
NIM : 11000117140543

semester 1

alamat :JI. Sampean No 60 Malang, Jawa Timur
nomor HP ;0895396066153

Jadwal . 14 Oktober — 23 Oktober

Demikian permohonan kami. atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

oaraswali, S.H., M.Hum.
94993032002 'ﬁ\g /

Keterangan: Surat Permohonan ljin Riset dari Universitas Diponegoro kepada

Badan Pertanahan Negara Kabupaten Probolinggo



G. JADWAL, WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Dalam membuat karya ilmiah perlu halnya melakukan penelitian terlebih
dzhulu untuk mendapatkan data — data yang pasti dan jelas untuk mendukung
keberhasilan dalam membuat karya ilmiah tersebut. Maka dari itu perlu adanya
penetuan jadwal untuk menyusun karya ilmiah ini agar menjadi karya ilmiah yang
bermanfaat. Berikut jadwal yang saya tentukan untuk melaksanakan Penelitian:

Pelaksanaan Penclitian 14 Oktober — 20 Oktober 2022
Analisis Data 5 21 Oktober 2022
Penyusunan Laporan 5 24 Oktober 2022

Semarang, 30“‘?“"“’“ dorr

Mengetahui
Dosen Pembimby Dosen Pembimbing II
ﬁ&,——-
I Gusti Ayu gga Santi Dewi, S.H., M.Kn. Nur Adhim, S.H., M.H.
NIP 13]4052620000420 NIP . 1464049139 2031202

Keterangan: Surat Pelaksanaan Riset yang telah disetujui oleh kedua Dosen
Pembimbing



Keterangan: Gedung Badan Pertanahan Negara Kabupaten Probolinggo, JI.
Wahidin Sudirohusodo No 7a

Keterangan: Gedung Badan Pertanahan Negara Kabupaten Probolinggo, tempat

pengumpulan data.
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Keterangan: Pengambilan Foto didalam ruangan gedung Badan Pertanahan
Negara Kabupaten Probolinggo
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Keterangan: Salah satu tempat wisata Agro Wisata Strawberry yang berada di

Desa Jetak, Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

Keterangan: Salah satu tempat wisata Café yang berada didekat kawasan Desa

Jetak, Sukapura, Kabupaten Probolinggo.



Keterangan: Kondisi tempat yang dianggap suci atau magis oleh masyarakat
hukum adat Tengger Bromo

Keterangan: Salah satu kawasan pemukiman masyarakat hukum adat Tengger

Bromo di Desa Jetak, Sukapura, Kabupaten Probolinggo



Keterangan: Sertipikat Tanah berstempel merah berdasarakan Peraturan Desa
Jetak Nomor 1 Tahun 2020, merupakan konsep perlindungan hukum oleh
Pemerintah Desa
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